REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

3. PROGRAM

04 - Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
05 - Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar
06 - Terjaminnya pembiayaan kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

4. PRIORITAS NASIONAL

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2021 (RIBU)
02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 11.760.978,0
02.07 Pengembangan Wilayah Papua 11.760.978,0
03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 53.010.656.903,0
03.02 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial 48.787.200.000,0
03.03 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4.210.415.635,0
03.07

13.041.268,0

Total

53.022.417.881,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2021 ALOKASI 2021 (RIBU)
01 Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 48.787.200.000,0
01.01 jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 96,8
02 meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 14.345.945.211,0
02.01 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 60
02.02 Persentase rumah sakit terakreditasi 85
03 meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 3.267.523.077,0
03.01 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial 79
03.02 Persentase alat kesehatan memenuhi syarat 92
03.03 Persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 95




KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2021 ALOKASI 2021 (RIBU)
03.04 Persentase bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi dalam negeri 30
03.05 Persentase alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri 66
04 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar 216.575.328,0
04.01 Persentase puskesmas tanpa dokter 0
04.02 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 47
04.03 Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 75
Total 66.617.243.616,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2021 (RIBU)
01 Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional 48.787.200.000,0
01.01 Terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pembiayaan JKN/KIS
02 Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 17.613.468.288,0
02.01 FKTP yang memenubhi standar
02.02 RS yang terakreditasi
03 SDM kesehatan yang terpenuhi sesuai standar 452.514.858,0
03.01 Seluruh Puskesmas memiliki dokter
03.02 Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
03.03 RSUD Kab/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya
Total 66.853.183.146,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE KEGIATAN PINJAMAN HIBAH
RUPIAH PNBP PDN | SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2022 2023 2024
2051 | Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 222.565.495,0 0,0 | 448.851.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 671.416.495,0 464.544.773,0 465.204.458,0 465.897.134,0
2064 | peningkatan Pelayanan Kefarmasian 10.473.045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.473.045,0 10.658.190,0 12.672.325,0 13.939.602,0
2065 | Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan 3.157.935.073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 3.157.935.073,0| 3.289.155.480,0 | 3.420.381.658,0| 3.551.602.108,0

Perbekalan Kesehatan

2067 | Peningkatan Produksi dan Distribusi 20.250.895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 512.700,0 0,0 0,0 0,0 20.763.595,0 21.336.550,0 22.798.967,0 23.727.067,0
Kefarmasian

2075 | Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 235.939.530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235.939.530,0 267.082.818,0 311.921.597,0 336.979.608,0




INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE KEGIATAN PINJAMAN HIBAH
RUPIAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2022 2023 2024
2078 | perencanaan dan Pendayagunaan SDM 193.560.025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193.560.025,0 167.479.315,0 224.784.554,0 237.229.200,0
Kesehatan
2084 | Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan 23.015.303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.015.303,0 27.652.499,0 30.417.749,0 33.459.523,0
Pengawasan Tenaga Kesehatan
2087 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 68.320.642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68.320.642,0 89.982.376,0 76.402.511,0 80.109.137,0
2090 | pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 160.218.717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160.218.717,0 119.328.816,0 119.549.350,0 119.922.850,0
5610 | pembiayaan JKN/KIS 48.787.200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 48.787.200.000,0 | 52.800.000.000,0 | 53.472.000.000,0 | 54.192.000.000,0
5835 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan 10.088.806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.088.806,0 11.097.686,0 12.207.453,0 13.428.207,0
Tradisional
5836 | Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 36.349.176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.349.176,0 83.420.177,0 53.796.461,5 59.332.119,0
5838 | Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan 9.674.325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0|12.279.454,0 0,0 0,0 0,0 21.953.779,0 22.508.530,0 25.134.881,4 26.894.3231
(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
5839 | Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan 55.915.653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481.932,0 0,0 0,0 0,0 56.397.585,0 12.661.240,0 12.928.685,0 13.199.895,0
(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
6388 | Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0|50.109.932,0 0,0 0,0 | 13.349.441.443,0 | 13.399.551.375,0 | 14.069.528.945,0 | 14.773.005.392,0 | 15.511.655.661,0
Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Total 52.991.506.685,0 0,0 | 448.851.000,0 0,0 0,0 0,0|63.384.018,0 0,0 0,0 | 13.349.441.443,0 | 66.853.183.146,0 | 71.456.437.395,0 | 73.033.206.041,9 | 74.679.376.434,1
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